Menimbang

Mengingat

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021
PDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

bahwa unwuk melaksanakun ketentuan Pasal 31! ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 rentung
Pemerintahan Dacrah, sebagaimana telah diubah beberaps
kali terakhir dengan Undang-Undang Komor ¢ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedyg artas Uncianngndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104
ayat (1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010
tenitang Pengelolasn Keuangan Daerah, perly micnetapkan
Peraturan Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan

Belanja Duerah Tahun Anggaran 2021:

I, Pasal 18 avat (o) UncIang-Endang Dasar  Negara
Republik Indonesiy Tahun 1945,
2. Urldang—ljndang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pemnbentukar  Proving; Banten (Lembaran Negara




o

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembuaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 rentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4355},
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem
Perencansan Pembangunan Nasional (Lembaran Negary
Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 0y;
Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Deaeruh (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentung Pajak
Daerah dan  Retribusi  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Megara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus
atas Lndang-Undang Nomer 23 Tuhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah \Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomar S679)
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambuhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor B570);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Takhun 2000 tentang
Kedudukan Keuvangan Kepala Daerah dar Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nemor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indunesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuaungan  Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomior 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Urmum {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2340},
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 Lentang
Dana  Perimnbangan  {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi Keuangan Daerah ({Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376]
sebagalmana  telah  diubah detigan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repuhblik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Komor
21535);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Parral Politik (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Femerintuh
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Naror 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor BL7TY;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akunlansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Feraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Femerintah Daeruh [Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 604 17;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 lentang
Hak Keuangun dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106};
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan  (Lemburan Negara Republik Indonesis
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019 tentang

Pengelolaan Kevangan Daerah  (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.322);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Juminan  Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 163), sebagaimana tclah
diubab dengan Peraturan Presiden Momor 75 Tahun
2019 tentang Perubahan stas Peraturan Presiden Nomaor
82 Tabhun 2018 tenlang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahunr 201 9 Nomar 210);
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimuna telah  diubah beberupa kali terakhir
dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atus Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20013
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banrtuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendupatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20711
Nomor 450, sebagaimana telah diubuh beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor
99 Tahun 2019 tenlang  Perubahan  Kelima  atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang hersumber dari Anggaran Pendupatan dun Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1360);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019
lentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesiz Tahun 2012
Nomor 754);
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Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Priaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tenlang Sistem Informasi Pemerintahan Daeral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor BH8};
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2006 Nomor 15);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun
2010  tentang Pajuk Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor £) schagaimana
teluh diubah beberapa kali terakhir dengan Peraluran
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabuparen
Lebak Nomor & Tahun 2010 tentang Pajak Duaerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Momor 20173);

Peraturan Dacrah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahumn
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7] sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Dacerah Kabupaten
Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubzhan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kubupalen

Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembarun




a1,

32.

33.

DEWAN PE

Menetepkan :

PEL
DA,

Daerah Kabupaten Lebak Normor 20171)

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor & Tahun

1

2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Dagrah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rertribusi Jasa
Usaha (Lemmbaran Daersh kKabupaten Lebak Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Lebak Nomor 201614);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu [Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor @ Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2012 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomer 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
taeruh Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten
cbhalk Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

'uerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

Dengan Persetujuan Bersama
-AKILAN RAKYAT DAERA KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

RAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
LANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.




Pasal 1

Dralam Peraturan Daerah ni, vang dimaksud dengan:

1.
2

9.

10,

g

Daerah adalah Kahupaten Lebak,

Pemerintah Duerah adalap Bupatl dan Pcrangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Buputi Lebak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Lebak.

Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah vang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dun ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang vang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang vang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Duaerah adalah semua hak Daerah vang diakui sebagaj
penambah  nilai  kekayaan persih dalam periode tahun anggardn
berkenaan,

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakuj
sebagal Pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 1ahun angparan
berkenaan.

Pembiayaan adalah seliap penerimaan yang perlu dibayar kembai;
dan/atau pcngeluarén yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLpA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

[satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APPBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) berjumlah
Rp2.730.506.200.431 00 dengan rincian sebagal berikut:
&, Pendapatan Daerah Rp2.6?l.?12.?39.7?2,00
b, Belanja Daerah Rp2.712.506.200.431 .00

Surplus/ {Defisir) (Rp40.?93.460.6595001




€. Pembiayaan Daergh
1. Penerimaan Rp  58.793.460.659,00
2. Pengeluaran Rp  18.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp40.793.460.659,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA) Rp0,00

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.671.712.739.772,00 (dua
triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh

ratus tiga puluh sembilan riby tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang
bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
. Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp400.395.824,368.00 (empat ratus miliar tiga
ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga
ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;:
b. Retribusi daerah;

¢. Ha. | pengelolaan kekayaan daerah yang 'inisahkan: dan

d. Lain-l pendapatan asli daerah yvang s:

(2) Pajak daer: ebagaimana dimaksud pada (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 215.000.000,00 (seratus tig: ar dua ratus lima belas
juta rupial '

(3) Retribusi daerah S€ébagaimana dimaksud la ayat (1) huruf b
direnca; kan sel, sar l-:p14.395,529.938,00 (¢ belas miliar tiga ratus
sembilar tluh lima juta lima ratus dua pu ‘mbilan ribu sembilan

ratus tige.  1luh delapan rupiah).
(4) Hasil per lolaan kekayaan daerah yang sahkan  sebagaimana

dimaksud vada ayat (1)  huraf o encanakan  sebesar




()

(1)

(2)

(1)

Rp5.941.209.868,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta
dua ratus sembilan riby delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp276.844.084.562,00 (dua ratus
tujuh puluh enam miliar delapan ratus cmpat puluh empat juta delapan
puluh empat ribu lima ratus €nam puluh dua rupiah),

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.043.1?9.(}?2.896,00 (dua triliun empat puluh
tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu
delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat: dan
b. Pendapatan transfer antar daerah
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a direncanakan scbesar Rp1.902.16?.716.000,00 (satu triliun
sembilan ratus dua miliar Seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus
enam belas riby rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp141.011.356.896,00 (seratus empat
puluh satu miliar sebelas juta tiga ratus lima puluh enam riby delapan
ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp?QS.lSTS‘IQ.SUB,OD (dua ratus
dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh Juta delapan ratus
empat puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
Pendapatan "ihah;

Dana daj
¢. Lain-lai patan sesuai denpan ketentuan peraturan perundang-
undangs
Pendapatan . sebagaimana  dimlksud pada ayat (1) huruf a
direncanak \ar Rp73.695.542.508,00 (tujuh puluh tiga miliar enam

-10-




ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu lima
ratus delapan rupiah),

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp154.442.300.000,00 (seratus lima puluh ¢mpat miliar empat
ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah),

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp2.712.506.200.431,00 (dua triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus
enam juta dua ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), vang terdiri
atas:
Belanja operasional:

a.
b. Belanja modal;

¢. Belanja tidak terduga; dan
d.

Belanja transfer,

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp2.014.354.194.778,00 (dua triliun empat belas
miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh empat

ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja bunga;

d. Belanja = bsidi;

€. Belanja |1 ah; dan

. Belanja I ituan sosial.

(2) Belanja peg. ai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan besar Rp1.079.674.437.300,00 (satu triliun tujuh puluh
sembilan miliz  enam ratus tujuh puluh empat juta empatl ratus tiga

puluh ribu tig:  atus rupiah),

«iia




{1}

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp813.315.912.918,00 ([delapan ratus tiga belas
miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan
ratus delapan belas rupiahy),

Belanja bunga scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar RpQ,00.

Belanja subéidi sebagaimana  dimaksud pada  aval (1) huruf 4
direncanakan sebesar Rp0,00.

Belamja hibah sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rpl1 7.234.044.560,00 (seratus tujuh belas miliar dua ratus tiga
puluh empat juta empat pulub empart ribu lima ratas enam puluh rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
direncanakan sebesar Rp4.129.800.000,00 [empat miliar seratus dus

puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah}.

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ huruf b
direncanakan sebesar Rp244.479.278 183,00 [dua ratus empar puluh
empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan Juta dua ratus tujuh
puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiahj, vang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah,
b. Belanja modal peralatan dan mesin,
<. Belanja modal bangunan dan gedung.
d. Belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi;
€. Belanja modal aset letap lainnva; dan
f. Belanja meodal aset tidak berwujud.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebegar Rp3.379.530.660,00 (iga miliar tiga ratus tajuh
puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh
rupiahj.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b direncanakan schesar Ep48.122.746 369 00 (empat puluh
delapan miliar seratus dua puluh dua jutg nyuh ratus empat puluh cnam

ribni sembilan ratus enam piduh sembilan rupiah).




(%)

(6)

(7)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan scbesar Rp29.960.204.880,00 (dua puluh
sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus empat ribu
delapan ratus delapan puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.933.415.717,00 (seratus
enam puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus
lima belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rpl.083.379.957,00 (satu miliar delapan
puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan riby sembilan ratus lima
puluh tujuh rupiah).

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp32.134.380.270,00 (tiga puluh dua miliar seratus tiga

puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),

yang terdiri atas belanja tidak terduga.

(1)

(2)

(3)

Pasal 11
Anggaran Belanja Transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp421.538.347.200,00 (empat ratus dua puluh
satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh
tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesa; Rpl11.761.054.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus
enam puluh satu juta lima puluh empat riby rupiah).
Belanja bantv “euangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakay besar Rp409.777.293,200,00 (empat ratus sembilan

13,




miliar tujuh ratus tyjuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga
ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp40.793.460.,659,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta

€mpat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sebesar Rp58.793.460.659,00 (lima puluh
delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam
puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

¢. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pPinjaman daerah;

€. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sisa lebih = tungan anggaran tahun anggaran  sebelumnya
sebagaimane ksud pada ayat (1) huruf a direncanakan scbesar
Rp58.793.46 O (lim: puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan
puluh tiga ‘pat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh
sembilan h

(3) Pencairan ¢ dangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanak: © -sar Rp0,00,

(4) Hasil penju <ayaan cuerah vang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat | ¢ direncanakan sebesar 2 10,

(9) Penerimaan “1an daerah sebagaimana ud pada ayat (1) huruf
d direncan. esar RpO, 00,




(6)

(7)

(1)

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebé.gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas
miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
¢. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
€. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp0,00.
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar RplS.OOD.DOU.OOD,DU ‘lelapan belas miliar rupiah),
Pembayaran cicilan pokok utang yang atuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanak: - begar Rp0,00,
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana d tsud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00.

Pengeluaran remblayaan lainnya sesuaj n ketentuan peraturan
perundang wisngan sebagaimana dimak. pada ayat (1) huruf e
direncanak besar Rp0,00.
Pasal 15
selisih ant 1ggaran pendapatan daer jan anggaran belanja
daerah tkibatkan terjadinya 1s/ (defisit) scbesar
(Rp40.793. 1,00) (empat puluh miliar atus sembilan puluh
tiga juta en ‘tus enam puluh riby enar lima puluh sembilan
rupiah).
15 -




(2)

(1]

(2)

(3)

Pembiayaan neto yang merupakan selisih pencrimaan pembiavaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp40.793.460.654,00 {empat puluh miliar tjub ratus sembilan puluh

uga juta etmpal ratus enam puluh riby fnam ratus lima puluth sembilan

rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan menclesak, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannysa

dan/atau pengeluaran melebili pagu vang ditelapkan dalam peraturan

daerah ini, yang selanjuinya dimasukan dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara

sesual dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan

kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan

kepada Pimpinun DPRD selanjutnya  disampaikan  dalam Laporan

Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksnud pada ayat {1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b, Pelaksanasn Operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangeu  kegiatan
Pelayanan pulslilg,

kKeperluan mendesal; sebagaimana dimaksud pada avat (1) melipuri:

4. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar Mmasyaraikat yvang
anggarannya beium tersedia dalam rahun anggaran berjalan;

b, Belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja vang bersifar wajily;

¢. Pengehiaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dun
tidak dapat diprediksikan sebelumnye, serta amanat peratiran
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran dacrah lainnya vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintalh Daecraly dan/atau

masyaraloat,




Pasal 17
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang rmerupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurul
Kelompok dan  Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

&

Lampiran Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusarn
Pemerintahan Baesrah dan Organisasi;

3. Lampiran 11 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendupatan, Belanja, dan
Pembiayaan,

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran:

3.  Lampiran Vv Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Kesclarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

fi.  Lampiran VI Rekapitulas: Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7.  Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan FPAS dengan Rancangan APBD:

Y9, Lampiran IX Sikronisasi Program Pricritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

10, Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan  Per
Jakatan,

11. Lampiran XI Dafrar Pilutang Daerah;

12, Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Dacrah dan  Investasi
Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIIl  Daftar Perkiraan Penambaharn dan Pengurasnigan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14, Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

~




15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVl  Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2020

LEMBARAN DAERAH KABUPATIEEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN
NOMOR: (4,56,2020)



